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YAYASAN  SUMADI
CARE    FOR    PEOPLE

KEMENTERIAN

Pet.']BEROAVAAN PEREMpllAN DAN PERLINOU^'GAN ARAK

REPUBLIK  INDONESIA

PERdANulAN KERdA SAMA

ARTARA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ARAK

REPUBLIK INDONESIA

DAN

YAYASAN SUMADI

TENTANG
PENGEMBANGAN APLIKASI PENGADUAN DAN MANAJEMEN DATA

ADtJAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ARAK BERBASIS MANAJEMEN

KASUS TERINTBGRASI

Nomor

Nomor

: 031 / Setmen.Birohh/ KL.01 /01 /2025

: 001 / PKS/YYS-KPPPA/I/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh
lima (2-1-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1.   TITI EKO RAHAYU   :    Sekretaris         Kementerian         Pemberdayaan

2.   ERWADY

GUNAWAN

Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik
Indonesia,  dalam hal ini bertindak untuk dan
atas      mama      Kementerian      Pemberdayaan
Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik
Indonesia,    berkedudukan    di   Jalan    Medan
Merdeka  Barat   Nomor   15,   Gambir,   Jakarta
Pusat  10160 yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KESATU; dan

Ketua Yayasan Sumadi, dalam hal ini bertindak
untuk    dan    atas    mama   Yayasan    Sumadi,
berkedudukan di The Vida OJjjj3ce Bttz.Zczt.7ig lantal

9,   Jalan   Raya  Perjuangan   Nomor  8,   Kebon
Jeruk, Jakarta Barat  11530, yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.
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HHfiE=  Z¥ZBBfiTU  dz±Ii  PIHhH  REDUA  sccz±ra  bcrsama-salfia  dJsebut PARA

PIHAK,    dan    secara    sendiri-sendiri    disebut    PIHAK,    terlebih    dahulu

menerangkan hal-hal sebagal berikut:
a.     bahwa  PIHAK  KESATU  adalah  kementerian  yang  mempunyai  tugas

menyelenggarakan   urusan   pemerintahan   di   bidang   pemberdayaan

perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak
yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan
perempuan;

b.     bahwa  PIHAK  KEDUA  adalah  ya.yasan  yang  menjalankari  kegiatan
dalam bidang kemanusiaan,  sosial,  dan keagalnaan yang mendukung

peningkatan  kesejahteraan  hidup  bangsa  Indonesia  melalui  program
beasiswa pendidikan, penghijauan lingkungan , infrastruktur, sosial, dan

pemberdayaan masyarakat yang inovatif; dan
c.     bahwa perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan untuk mendukung upaya

perlindungan  perempuan  dan  anak  melalui  pengembangan  a.plikasi
pengaduan berbasis manajemen kasus.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARE PIHAK sepakat untuk menyusun
dan melaksanakan  Perjanjian  Ken.a Sama tentang Pengembangan Aplikasi
Pengaduan  dan  Manajemen  Data Aduan  Kekerasan  Perempuan  dan Anak
Berbasis Manajemen Kasus Terintegrasi yang selanjutnya disebut Peljanjian
Kelja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

BABE

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1)    Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK
dalam menyinergikan  kegiatan  terkait dengan  pengembangan  aplikasi

pengaduan berbasis manajemen kasus.
(2)    Perjanjian  Kerja  Sama  ini  bertujuan  untuk  mewujudkan  peran  serta

PARA   PIHAK   dalam   kegiatan   pengembarigan   aplikasi   pengaduan
berbasis manajemen kasus.
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BAB 11

RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terdiri atas:

a.     pengembangan a.plikasi pengaduan berbasis manajemen kasus;
b.     peningkatan  kapasitas  sumber daya manusia terkait penyelenggaraan

aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus;
c.     pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan aplikasi pengaduan berbasis

manajemen kasus; dan
d.     asistensi  untuk  sumber  daya  manusia  (pengguna  aplikasi)   aplikasi

pengaduan di tahap awal penyelenggaraan aplikasi.

BAR Ill

HAK DAN KEWAIIBAN

Pasal 3

(1)    PIHAK KESATu berhak untuk:
a.     mendapatkan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus yang

dikembangkan oleh PIHAK KEDUA;

b.     mendapatkan  dukungan  pemeliharaan,  pelatihan  alih  daya serta
alih  soztrce  cocze,  dan  dokumentasi  aplikasi  pengaduan  selama 4

(empat)  bulan  setelah  pengembangan  aplikasi  pengaduan  selesal
dilakukan;

c.      mendapatkan dukungan pelatihan penggunaan aplikasi pengaduan
dari PIHAK KEDUA pada tahap awal implementasi; dan

d.     mengelola  data  dan   informasi  yang   diperoleh   melalui   aplikasi

pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara mandiri
dan  langsung  dalam  rangka  melaksanakan   kode  etik  petugas
layanan terkalt kerahasiaan identitas klien.

(2)    PIHAK KESATu berkewajiban untuk:
a.     memberikan arahan dan masukan dalam melakukan program kerja

sama  pengembangan   aplikasi  pengaduan   berbasis   manajemen
kasus yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA;

b.     menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka pengelola.an dan

penggunaan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus; dan
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C. melakukan perbaikan, pengembangan, dan pemeliharaan terhadap
aplikasi     pengaduan     berbasis     manajemen     kasus     setelah

pengembangan   dan   pemeliharaan   oleh   PIHAK   KEDUA   selesaj
dilakukan.

Pasal 4

(1)     PIHAK KEDUA berhak untuk:
a.     mendapatkan      dukungan      dari      PIHAK      KESATU      dalam

pengembangan  aplikasi  pengaduan  berbasis  manajemen  kasus
yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA; dan

b.     menerima informasi mengenai perkembangan  aplikasi pengaduan
secara berkala dari PIHAK KESATU.

(2)    PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
a.     menyerahkan   aplikasi   pengaduan   berbasis   manajemen   kasus

kepada PIHAK KESATU;

b.     memberikan dukungan pemeliharaan, pelatihan alih daya serta alih
sou7ice cocze, dan dokumentasi aplikasi pengaduan selama 4 (empat)

bulan setelah pengembangan aplikasi pengaduan selesal dilakukan;
c.     menyiapkan  narasumber  dan  fasilitator yang  dibutuhkan  untuk

pengembangan    dan    pelatihan    aplikasi    pengaduan    berbasis
manajemen kasus yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA; dan

d.     memberikan  alih  pengetahuan  dalam  setiap tahap  kegiatan pada
ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
PARA PIHAK mempunyal hak dan kewajiban:
a.     menyusun   rencana  program   dan   kegiatan   bersama  dalam   rangka

pengembangan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus;
b.     melakukan  pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  dalam pelaksanaan

Perjanjian Kerja Sama; dan
c.     menjaga   keamanan   serta   kerahasiaan   data   dan   informasi   sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB IV

PELAKSANAIN

Pasal 6
Pelaksanaan  teknis  Peljanjian  Ken.a  Sama ini  ditindaklanjuti berdasarkan
Rencana.  Aksi  sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  yang  merupakan
bagian tidak terpisahkari dari Pen.anjian Kerja Sama ini.

BABV

dANGKA WAKTU

Pasal 7

(1)    Perjanjian  Kerja Sama ini berlaku  untuk jangka waktu  1  (satu)  tahun
terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2)    Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum
habis rna.sa berlakunya. berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(3)    Perpanjangan     dan/atau     pengakhiran     Perjanjian     Kerja     Sana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  diajukan oleh salah satu PIHAK
kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya

jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.

BAB VI

KORESPONI)ENSI

Pasal 8
Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan
Peljanjian Kery.a Sama ini, disampalkan kepada PARA PIHAK melalui alamat
sebagai berikut:
a.      PIHAK KESATU

Jabatan       :   Kepala   Biro   Hukum   dan   Kerja   Sama   Kementerian
Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Alamat         :   Jalan  Medan  Merdeka  Barat  Nomor   15  Jakarta Pusat
10160

Emczz.Z              :    keriasama@kemenDDDa.go.id

Telepon         :    (021) 3805563
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b®      PIHAK KEDUA

Jabatan       :   Sekretaris Yayasan sumadi
Alamat          :   The vida o/9gce Bztz.ZcZz.rzg lantaj 9, Jalan Raya perjuangan

Nomor 8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530

Emcz{J             :    sumadicare@gmail.com

Telepon         :    (021)  29022300

BAB VII

PENDANIIAN

Pasal 9

(1)    Pendanaan  yang  timbul  sepanjang  untuk  keperluan  pengembangan
aplikasi  pengaduan  sampai  dengan  ditandatanganinya  berita  acara
serah  terima ke  PIHAK  KESATU  merupakan  tanggung jawab  PIHAK
KBDUA.

(2)    Pendanaan  yang  timbul  sepanjang  untuk  keperluan  pengembangan
aplikasi pengaduan setelah ditandatanganinya berita acara serah terima
aplikasi pengaduan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK
KESATU.

BAD VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10
Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan atas pelaksanaan
Perjanjian  Kerja  Sama  ini,  akan  diselesalkan  secara  musyawarah  untuk
mencapal  mufal{at  oleh  PARA  PIHAK  dan   apabila  tidak  tercapai  kata
mufakat,    akan    diselesaikan    sesual   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 1 1

Setiap  perubahan  atas  Perjanjian  Kerja  Sama ini  harus  dilakukan  secara
tertulis  berdasarkan  persetujuan  PARA  PIHAK  yang  dicantumkan  dalam
suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
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BABX

KBTENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

(1)    Perjanjian   Kerja  Sama  ini  dibuat  dalam  rangkap  2   (dua)   asli  dan
ditandatangani   di   atas   kertas   bermeterai   cukup,   masing-masing
mempunyal kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

(2)    Perjanjian  Kerja Sama ini mulai berlaku  sejak tanggal ditandatangani
oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

ERWADY GUNAWAN TITI EKO RAHAYU
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LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

DAN

YAYASAN  SUMADI

TENTANG

PENGEMBANGAN APLIKASI  PENGADUAN  DAN  MANAJEMEN  DATA ADUAN

KEKERASAN   PEREMPUAN   DAN   ANAK   BERBASIS   MANAJEMEN   RASUS

TERINTEGRASI

Nomor : 031 /Setmen.Birohh/ KL.01 /01 /2025

Nomor : OO1/PKS/YYS-KPPPA/I/2025

RERTCANA AKSI

RUAFTG LIRIGKtFP REGIATEN
PERAM

PIHAK RESATH PIHAK REDHA

1.   Pengembangan aplikasi Merencanakan  program  dan Menyusun rencana program dan Menyusun   rencana   program   dan

p engadu an       berbasi s kegiatan           pengembangan kegiatan  pengembangan  aplikasi kegiatan    pengembangan    aplikasi

manajemen kasus. pengaduan  berbasis  manajemen pengaduan    berbasis    manaj.jemen
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RHARTG LINGKUP REGIATAN
PERAN

PIHAK KESATtF PEHAK KEBUA

aplikasi  pengaduan  berbasis kasus   berdasarkan   kebutuhan kasu s     b erdasarkan     kebutufian
manajemen kasus. PIHAK KESATU. PIHAK  KESATU  dan  sinlgronisasidengansaranadanprasarariayangtersedia.

Pengembangan             aplikasi a.   Memberikan      arahan       dan M emb erikan                       dukungan

pengadu an                  b erbasi s masu kan        dalam        p ro se s pemeliharaan,  pelatihan  alih  daya
manajemen kasus. p e ngemb angan              aplikasi serta      alih      soz{7ice      cocEe,      dan

p e ngadu an                    b e rbasis dokumentasi   aplikasi   pengadHan
manaj eme n       kasu s       yang selama   4   (empat)   bulan   setelah
dikembangkan. pengembangan aplikasi pengaduan

b.   Memberikan                  pelatihanpenggunasetelahfrczz.7tt.rzgdanrotlout. selesal dilakukan.

Penyerahan                  aplikasi Mendapatkan aplikasi pengaduan Menyerahkan   aplikasi   pengaduan

p engaduan                  b erb asi smanajemenkasus. berbasis manajemen kasus. berbasis manajemen kasus.
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RUARTG LIRIGKUP HEGIATART
pERAN

PIHAK KESATH PIHAK KEDUA

2.   Peningkatan kapasitas Bimbingan                       teknis Menyiapkan        su mber        d aya Menyiapkan   materi,    nar`asumber,

sumber da.ya manusia penye le nggaraan          aplikasi menu sia       se bagai       pe ngelo la dan   fasilitator   yang   dibutuhkan
terkalt p engadu an                  be rbasis aplikasi     pengaduan     berbasis untuk      peningkatan       kapasitas

penyelenggaraan manajemen kasus pada tahap manajemen   kasus   yang   akan sumber     daya     manusia     dalam

aplikasi      pengaduan awal implementasi. diberikan bimbingan teknis. penyelenggaraan                     ap likasi
berbasis     manajemen pengaduan    berbasis    manajemen
kasus. kasus.

3.   Pemantauan           dan Pemantauan     dan     evaluasi M elaku kan                      koordin asi Melakukan koordinasi pemantauan
evaluasi penye lenggaraan         aplikasi pe man tau an        dan        evalu asi dan      evaluasi      penyelenggaraan

penyelenggaraan pe ngadu an                  berbasis p e nyelenggaraan                aplikasi aplikasi        p e ngadu an        berbasi s
aplikasi      pengaduan manajemen kasus. pengaduan  berbasis  manajemen manajemen  kasus dalam  periode 4
berbasis     manajemen kasus  dalam  periode  4   (empat) (empat) bulan setelah serah terima.
kasus. bulan setelah serah terima.

4.   Asistensi              untuk Asistensi untuk sumber daya a.   Mendapatkan asistensi untuk Memberikan        asistensi        untuk

sumber daya manusia manusia  (pengguna  aplikasi) sumber   daya   manusia   dari sumber  daya  manusia  dari  PEHAK

(pengguna       aplikasi) KESA"F         agar          selanj u tnya
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RUARTG LINGKUP KEGIATAN
I,BRAN

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

aplikasi pengaduan  di di               tahap                awal PIHAK KESATtJ di tahap awal menyebarluaskan kepada pengguna
tahap                     awal penyelenggaraan aplikasi. penyelenggaraan aplikasi. aplikasi         di         tahap         awal

penyelenggaraan b.   Menyebarluaskan             hasil penyelenggaraan aplikasi.
aplikasi. asistensi dari PIHAK KEDUAuntuksumberdayamanusiapenggunaaplikasiditahapawalpenyelenggaraanaplikasi.

PIHAK KEDUA,

ERWADY GUNAWAN TITI  EKO RAHAYU
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